
BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR
LAMPIRAN

000.7.2.6/Kep.  388   -Bapenda/2024
1 (catu) I.anpiran

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAII KABUPATEN CIREB0N TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

Menimbang     :   a.  bahwa    berdasarkan    Peraturan    Menteri    Dalam    Negeri
Nomor  86   Tahun   2017   tentang  Tata  Cara   Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi  Rancangan   Peraturan   Daerah  Tentang  Rencana
Pembangunan    Jangka    Panjang    Daerah    dan    Rencana
Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah,  serta  Tata  Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana   Pembangunan   Jangka   Menengah   Daerah   dan
Rencana  Kelja Pemerintah  Daerah,  perangkat daerah  perlu
menyusun Rencana Kelja dengan berpedoman pada Rencana
Strategis;

b.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal  125  Peraturan Menteri
Dalam  Negeri  Nomor  86  Tahun  2017  tentang  Tata  Cara
Perencanaan,   Pengendalian   dan   Evaluasi   Pembangunan
Daerah,  Tata  Cara  Evaluasi  Rancangan  Peraturan  Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara  Perubahan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang
Daerah,  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah
dan   Rencana   Kelja   Pemerintah   Daerah,   dalam   rangka
Penyusunan  Perubahan  Rencana  Kelja  Badan  Pendapatan
Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana
Kelja Badan Pendapatan Daerah;

c.  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
dalam  huruf a dan  huruf b,  perlu  menetapkan  Keputusan
Bupati  tentang  Tim  Penyusun   Perubahan  Rencana  Kelja
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024.



Men8in8at I.     Undang-Undang     Nomor     14     Tahun      1950     tentang
Pembentukan       Daerah -Daerah       Kabupaten       Dalam
Lin8kungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia  tanggal  8  Agustus   1950)   sebagainana  telah
diubah   dengan   Undang-Undang  Nomor  4  Tahun   1968
tentang     Pembentukan     Kabupaten     Purwakarta     dan
Kabupaten   Subang  dengan   mengubah   Undang-Undang
Nomor      14      Tahun      1950      tentang      Pembentukan
Daerah-Daerah   Kabupaten   Dalam   Lin8kungan   Propinsi
Djawa    Barat    (Lembaran    Negara    Republik    Indonesia
Tahun   1968   Nomor   31,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 2851) ;

2.    Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem
Perencanaan   Pembangunan   Nasional   (Lembaran   Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  104,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1 ) ;

3.    Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun   2014   Nomor  244,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagainana telah diubah
beberapa kali,   terakhir dengan  Undang-Undang Nomor 6
Tahun   2023   tentang  Penetapan   Peraturan   Pemerintah
Pengganti  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2022  tentang
cipta  keria  menjadi  Undang-Undang  (Lembaran   Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2023  Nomor  41,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;

4.    Peraturan   Pemerintah   Nomor   13   Tahun   2019   tentang
I.aporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(I.embaran    Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323) ;

5.    Peraturan    Presiden    Nomor   59   Tahun   2017    tentang
Pelaksanaan        Pencapalan       Tuj uan        Pembangu nan
Berkelanjutan    (I.embaran    Negara    Republik    Indonesia
Tchun 2017 Nomor 136 );

6.     Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  86  Tahun  2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan   Daerah,   Tata   Cara   Evaluasi   Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka`
Panjang   Daerah   dan   Rencana   Pembangunan   Jangka
Menengah  Daerah,  serta  Tata  Cara  Perubahan  Rencana
Pembangunan     Jangka     Panjang     Daerah,     Rencana
Pemhangunan  Jangka  Menengah  Daerah,  dan  Rencana
Keria Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

7.    Peraturan     Daerah     Kabupaten     Cirebon     Nomor     12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten  Cirebon  (Lembaran  Daerah Kabupaten
Cirebon Tahun 2016 Nomor  12) sebagaimana telah diubah
dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Cirebon  Nomor   1
Tahun  2021  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Daerah
Kabupaten   Cirebon   Nomor    12    Tahun   2016    tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021
Nomor  1);



8.     Peraturan Daerah Kabupaten cirebon  Nomor 7 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran   Daerah
Kabupaten  Cirebon  Tahun  2019  Nomor  7)  sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor  6  Tahun  2021  tentang  Perubahan  atas  Peraturan
Daerah     Nomor     7     Tahun     2019     tentang     Rencana
Pembangunan    Jangka    Menengah    Daerah    Kabupaten
Cirebon Tahun 2019-2024  (I.embaran   Daerah Kabupaten
Cirebon Tahun 2021  Nomor 6);

9.    Peraturan Daerah Kabupaten cirebon Nomor 8 Tahun 2023
tentang    Anggaran    Pendapatan    dan    Belanja    Daerah
Tahun   Anggaran   2024   (Lembaran   Daerah   Kabupaten
Cirebon Taliun 2023 Nomor 8);

10.   Peraturan  Bupati  Cirebon  Nomor  47  Tahun  2019  tentang
Rencana  Strategis  Peran8kat  Daerah  Kabupaten  Cirebon
Tahun   2019-2024   (Berita   Daerah   Kabupaten   Cirebon
Tahun 2019 Nomor 50)  sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan  Bupati Cirebon  Nomor 93 Tahun  2021  tentang
Perubahan  atas  Peraturan  Bupati  Nomor 47  Tahun  2019
tentang  Rencana  Strategis  Perarl8kat  Daerah  Kabupaten
Cirebon   Tahun   2019-2024   (Berita   Daerah   Kabupaten
Cirebon      Tahun 202l Nomor 93);

11.    Peraturan Bupati Cirebon Nomor  156 Tahun 2023 tentang
Kedudukan,   Susunan   Organisasi,   Tugas   Dan   Fungsi
Serta      Tata      Kerja      Badan      Pendapatan      Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 156) ;

12.   Peraturan Bupati Cirebon Nomor  165 Tahun 2023 tentang
Penjabaran   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah
Tahun  Anggaran  2024  (Berita Daerah  Kabupaten  Cirebon
Tahun 2023 Nomor 165}.

MEMUTUSRAN :

Menetapkan    :
KESATU           :   Membentuki   Tim     Penyusun     Perubahan     Rencana     Keria

Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Cirebon  Tahun  2024
dengan  susunan  keanggotaan  sebagaimana  tercantum  dalam
Lampiran   yang   merupakan   bagian   tidak   texpisahkan   dari
Keputusan ini.

KEDUA             :   Tim  sebagaimana  dimaksud  pada  Diktum  KESATU  bertugas
untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen
perencanaan sesuai tahapari data, tata cara termasuk melakukan
pengendalian     penyusunan     kebijakan     dokumen     rencana
perangkat daerah.



KETIGA            :   Keputusan Bupati ini mulal berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal  a  Agrstu  2®24

rj. BUpATI CIREBON,

Tembugrm :
I.  Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
2.  Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.
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11       Ketua Tim
Ill     S ekretaris

Kepala Badan Pendapatan Daerah

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
Perencana  Ahli  Muda  pada  Badan  Pendapatan
Daerah

IV     Kelompok Keria
Pokja I  Literatur dan Dokumen Perencanaan Pembangunan terkait
Koordinator             :    Kepala  Bidang  Perencanaan  dan  Pengembangan

Pendapatan
Anggota                    :   1.  Kepala   Sub   Bidang   Pengembangan   Potensi

Pendapatan
2.  Kepala Sub Bidang Data dan Informasi
3.  Anali§ Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

Pokja 11  Pengolahan Data dan Informasi yang dibutuhkan
Koordinator             :    Kepala Bidang pengelolaan pajak Daerah
Anggota                    :   1.  Kepala  Sub   Bidang  Penilaian  dan   Penetapan

Pajak   Bumi   dan   Bangunan   Perdesaan   dan
Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB)

2.  Kepala  Sub  Bidang  Penilaian  dan   Penetapan
Pajak Daerah Lainnya

3.  Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
Pokja Ill   Analisis Data dan  Narasi Tiap Bah dalam  Renja Perangkat
Daerah
Koordinator             :    Kepala     Bidang     Pengendalian     dan     Evaluasi

Pendapatan
An88Ota :    1.  Kepala sub Bidang penagihan

2.  Kepala Sub Bidang Pemeriksaan
3.  Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

Pj. BUPATI CIREB0N,

WAHYU MIJAYA



_•r PEMERINTAH KABuPATEN CIREBON
±ADAH PEHDAPAThN DAERAII

Jl. Sunan Ampel Nomor 01
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NOTA - DINAS

Yth. Pj. Bupati Cirebon

qKsep#:£82%¥4npendapatanDaerahKabupatencirebon
000.7.2.6/SekretJ 94` reapenda
Penting
1 (satu) berkas

:  Permohonan Penchitan Keputusan Bupati  Cirebon  tentang  Tin  Penyusun Perubahan
RencanaKerjaBadanPendapatanDaerahKabupatenCirebonTahun2024

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa berdasarkan Pasal  125   Per'aturan Menteri

Dalan Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata  Cara  Perencanann, Pengendalian  dan

Evaluasi  Pembangunan   Daerah,    Tata   Cara   Evaluasi    Rancangan  Peraturan   Daerah

tentang  Raneangan  Peraturan  Daerah Tentang  Rencana  Pembangunn  Jangka  Panjang

Daerah  dan    Rencana    Pembangunan    Jangka    Menengah    Daerah,  serta    Tata    Can

Perubahan   Rencam   Pembangunan   Jan8ka panjang   Daeral,   Rencana   Pemhangunan

Jangka     Menengah  Daerah,   dan  Rencana  Keria  Pemerintah  Daerah,   peru  disusun

Keputusan  Bupati  tentang  Tim  Penyusun  Perubahan  Rencana  Keria  Badan  Pendapatan

Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Berkenaan  hal  tersebut,  bersama  ini  kami  ajukan  draflkousep  Keputusan  Bupati

Cirebon  tentang  Tin  Penyusun  Perubahan  Rencana  Keja  Badan  Pendapatan  Daerah

Kabupaten Cirebon Talon 2024 untuk ditandrtangani.

Demikian kani sanpaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terina kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Tembusan :
1.   Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten cirebon;
2.   Yth. Asisten Administrasi pemerintahan dan Kesra;
3.   Yth. Kepala Bagian Hukum Sctda Kabupaten Cirebon.


